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BUPATI PASURUAN 

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN 
NOMOR : 900/543/ HK/ 424.013/ 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN NOMOR 
900/ 123/HK/424.013/2024 TENTANG PENGGUNA ANGGARAN DAN 

BENDAHARA PENGELUARAN PADA KECAMATAN REMBANG KABUPATEN 
PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2024 

BUPATI PASURUAN, 

bahwa sehubungan dengan adanya purna tugas Sdr. Kurdi 
selaku Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Rembang 
Kabupaten Pasuruan serta guna menunjang terselenggaranya 
fungsi Pemerintah Daerah, maka perlu mengubah Keputusan 
Bupati Pasuruan Nomor 900/ 123/HK/424.013/2024 tentang 
Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada 
Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 dengan 
Keputusan Bupati; 
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pemerintahan Daerah • Kabupaten di Djawa Timur
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah
beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; •

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
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Memperhatikan 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 120 Tahun 2018;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8

Tahun 2021;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun

2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun

2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2024;

13. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 106 Tahun 2023 tentang

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun

Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 244 Tahun 2023;

14. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 238 Tahun 2023 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2024; 

15. Keputusan Bupati Pasuruan Nomor

900/ 123/HK/424.013/2024 tentang Pengguna Anggaran

dan Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Rembang

Kabupaten Pasuruan Tahun 2024.

1. Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Direktur

Evaluasi dan Sistem Informasi Kementerian Keuangan

Republik Indonesia Nomor S-1/PK/PK.5/2023 tanggal 4

Januari 2023 perihal Penjelasan Atas Standar Satuan Harga

untuk Penggunaan (PA), Bendahara Umum Daerah (BUD)

dan Kuasa BUD dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun

2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

2. Surat Camat Purwodadi Nomor 900/93/424.319/2024

Tanggal 22 April 2024 Perihal Usulan Pejabat Satuan

Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Kecamatan

Rembang Tahun Anggaran 2024.
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Menetapkan 
KESATU 

KEDUA 

MEMUTUSKAN : 

Mengubah ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati 
Pasuruan Nomor 900/ 123/HK/424.013/2024 tentang 
Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada 
Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 
2024, yaitu dengan mengubah nomor urut 2 (dua) selaku 
Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Rembang Kabupaten 
Pasuruan, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran Keputusan ini. 
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2024. 

TELAH DI TELITI Ditetapkan di Pasuruan 
Pejabat Tanggal Paraf

Sekretaris Daerah f-
Asisten PKR � \ 
Kabag Hukum \. 'I 
Analis Hukum Ahli

i Muda 7 
TEMBUSAN: AND YANTO 
1. Inspektur Daerah Kab. Pasuruan;
2. Kepala BPKPD Kab. Pasuruan;
3. Camat Rembang Kab. Pasuruan
4. Bank Jatim Cabang Pasuruan;
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pada tanggal 1 Mei 2024 
�.BUPATI PASURUAN, 

          ttd.

ANDRIYANTO



NO 

1 

1 

2 

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN 
NOMOR 900/543/HK/424.013/2024 
TANGGAL : 1  MEI  2024 

PERUBAHAN PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN 
PADA KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PASURUAN 

TAHUN ANGGARAN 2024 

NAMA/NIP PANGKAT INSTANSI KETERANGAN 

/GOL 

2 3 4 5 

Dst. .................................... 

MOHAMMAD ROJI 
Juru Tk I Kecarnatan Rembang Bendahara 

/(1/d) Kabupaten Pasuruan Pengeluaran pada 
NIP. 1670529 200701 1 025 Kecarnatan 

Rembang 

TELAH DI TELITI 

Pejabat Tanggal Paraf 

Sekretaris Daerah ' l 

Asisten PKR ' 
Kabag Hukum l )s.
Analis Hukum Ahli 

t Muda 
ANDRIY NTO 
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Pj. BUPATI PASURUAN

                ttd.

      ANDRIYANTO 




